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Makalah kebijakan ini menganalisis fenomena normalisasi isbat nikah 
di Aceh, yang bergeser dari fungsi ultimum remedium menjadi prosedur 
legalisasi dominan bagi perkawinan tidak tercatat. Fenomena ini men-
ciptakan kesenjangan signifikan dalam kepastian hukum keluarga dan 
akurasi data kependudukan, diperparah oleh maraknya praktik nikah 
siri dan menimbulkan urgensi tinggi karena dampaknya pada hak-hak 
perempuan dan anak. Menggunakan pendekatan kualitatif, makalah ini 
menganalisis regulasi, studi literatur, dan mengevaluasi alternatif kebi-
jakan melalui metode skoring William N. Dunn. Hasil analisis menun-
jukkan bahwa Pergub Aceh No. 25 Tahun 2017 telah menjadikan isbat 
nikah jalur utama legalisasi, berkontribusi pada normalisasi tersebut 
dan memperburuk rendahnya pencatatan perkawinan. Akar masalahnya 
meliputi: ketidakselarasan norma hukum nasional-daerah, minimnya 
program pencegahan nikah siri komprehensif, serta lemahnya koordi-
nasi dan integritas data administrasi kependudukan. Normalisasi isbat 
nikah ini secara signifikan menghambat perlindungan hak dan akurasi 
data kependudukan, sehingga makalah ini merekomendasikan kebijak-
an pengetatan interpretasi dan prosedur isbat nikah nasional yang kom-
prehensif. Rekomendasi ini berfokus pada penegasan fungsi isbat nikah 
sebagai ultima ratio dengan kriteria pembuktian yang lebih ketat, serta 
penanganan konteks khusus Aceh, guna menjamin kepastian hukum dan 
perlindungan hak warga negara.
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This policy paper analyzes the phenomenon of the normalization of is-
bat nikah (marriage legalization through court confirmation) in Aceh, 
which has shifted from its intended role as an ultimum remedium to a 
dominant legalization procedure for unregistered marriages. This trend 
has created a significant gap in legal certainty for families and the accu-
racy of population data, further exacerbated by the prevalence of nikah 
siri (unregistered marriages), and poses a high level of urgency due to 
its impact on the rights of women and children. Employing a qualitative 
approach, this paper examines relevant regulations, literature studies, 
and evaluates policy alternatives using William N. Dunn's scoring met-
hod. The analysis reveals that Aceh Governor Regulation No. 25 of 2017 
institutionalized isbat nikah as the primary route for mariage legaliza-
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tion, thereby contributing to its normalization and worsening the low 
rate of marriage registration. The root causes include misalignment 
between national and regional legal norms, the absence of comprehen-
sive preventive programs against nikah siri, and weak coordination 
and integrity in population administrative data. The normalization 
of isbat nikah significantly undermines both the protection of citizens' 
rights and the reliability of demographic data. Accordingly, this paper 
recommends the implementation of a comprehensive national policy to 
tighten the interpretation and procedures of isbat nikah. The recom-
mendation emphasizes reaffirming isbat nikah as an ultima ratio mec-
hanism, with stricter evidentiary requirements, and addressing Aceh's 
unique context to ensure legal certainty and the protection of citizens’ 
fundamental rights.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat modern tidak hanya ikatan sakral, tetapi juga kontrak so-
sial dan hukum yang esensial, memerlukan pengakuan negara untuk menjamin hak fun-
damental individu. Di Indonesia, legitimasi perkawinan diatur ketat oleh Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, me-
negaskan akta perkawinan sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan (UU No. 1/1974; 
UU No. 16/2019). Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) secara hukum melin-
dungi hak-hak pasangan, meliputi dimensi sosial dan ekonomi seperti hak waris, hak asuh, 
nafkah, serta akses layanan publik esensial. Tanpa pencatatan, pasangan dan anak-anak 
berisiko menghadapi ketidakpastian hukum dan diskriminasi, menjadikannya isu krusial 
dalam perlindungan warga negara (Hanapi & Manshur, 2024; Mazin, 2022).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pencatatan perkawinan menghadapi tan-
tangan serius, terutama maraknya praktik nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi. 
Fenomena ini, meski dianggap sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum negara, 
menempatkan pasangan dan anak dalam posisi rentan (Sandi et al., 2022). Di Aceh, data 
Kementerian Agama menunjukkan tren penurunan signifikan angka pernikahan yang dica-
tat resmi dalam lima tahun terakhir, seperti pada grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1. Data Pernikahan Tercatat di Aceh 2020-2024

Penurunan angka pernikahan tercatat di Aceh menimbulkan pertanyaan serius tentang 
jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan. Secara nasional, data Dirjen Dukcapil per Juni 
2021 menunjukkan 34,6 juta dari 66,2 juta pasangan masih berstatus ‘kawin belum terca-
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tat’ (Fakrulloh, 2022). Angka ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan masih menja-
di “persoalan serius” yang belum tuntas dilaksanakan (Rokhmad, 2025). Fenomena nikah 
siri ini kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan gender, seringkali memper-
kuat diskriminasi terhadap perempuan karena ketiadaan perlindungan hukum (Lukman 
& Abdussahid, 2021). Praktik ini didorong oleh pemahaman agama parsial, penghindaran 
prosedur administrasi, faktor ekonomi, hingga motif poligami tidak sah, yang seringkali 
tanpa disadari dampak jangka panjangnya pernikahan (Ati, 2020).

Konsekuensi pernikahan tidak tercatat sangat merugikan istri dan anak, mencakup masa-
lah nasab, status anak, hak waris, serta kepastian hukum dan administrasi kependudukan. 
Legalitas dokumen esensial seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP bergantung 
pada akta nikah sah, menghambat akses layanan publik dan hak sipil. Perempuan dalam 
nikah siri rentan kehilangan hak harta bersama, nafkah, dan hak pasca perceraian/kema-
tian suami karena tidak dapat mengakses pengadilan agama (Sururie, 2017). Anak-anak 
dari nikah siri seringkali kesulitan memperoleh akta kelahiran resmi, dikategorikan sebagai 
anak luar nikah, dan menghadapi implikasi serius pada hak pendidikan serta perlindungan 
sosial, bahkan berpotensi eksploitasi (Nadadap et al., 2023). 

“Dalam konteks ini, isbat nikah hadir sebagai mekanisme hukum untuk memberikan ke-
pastian terhadap perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat. Pasal 7 Kom-
pilasi Hukum Islam (KHI, 1991) memberikan kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah 
Syar’iyah di Aceh) untuk mengesahkannya dengan syarat spesifik. Isbat nikah awalnya di-
tujukan sebagai solusi darurat untuk kondisi khusus, bukan pengganti prosedur pencatat-
an resmi (Dwiasa et al., 2019). Bahkan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad, menegaskan isbat nikah adalah “solusi sementara” 
yang tidak boleh menganulir ketentuan pencatatan nikah (Rokhmad, 2025).”

Namun, di wilayah seperti Aceh, fungsi isbat nikah telah bergeser drastis dari solusi darurat 
menjadi preferensi legalisasi nikah siri, bahkan memperparah rendahnya angka pencatatan 
resmi. Provinsi Aceh memiliki kekhususan syariat Islam (UU No. 11/2006; Qanun Aceh No. 
11/2008), dan pernah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 ten-
tang Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan Pola One Day Service. Pergub ini, yang bersifat 
transisional, secara normatif telah berakhir pada tahun 2022 (Pergub Aceh No. 25/2017).

Namun, alih-alih meningkatkan pencatatan perkawinan di KUA, implementasi Pergub 
Aceh No. 25 Tahun 2017 justru disinyalir memperkuat kecenderungan masyarakat menem-
puh jalur isbat nikah. Statistik dari Mahkamah Syar’iyah Aceh mengkonfirmasi tingginya 
jumlah permohonan isbat nikah yang harus ditangani setiap tahun, seperti ditunjukkan 
pada Diagram 1:

Diagram 1. Data Isbat Nikah di Aceh 2020-2024
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Angka-angka ini jelas menggambarkan isbat nikah telah menjadi jalur utama legalisasi, bu-
kan lagi prosedur pengecualian. Pelaksanaan isbat massal di Aceh hingga 2024, meski Per-
gub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 telah berakhir, mengindikasikan berlanjutnya normalisasi 
isbat nikah dan belum tuntasnya masalah pernikahan tidak tercatat secara fundamental 
(Ananda, 2024; Pemerintah Aceh, 2024).

Tantangan implementasi kebijakan pencatatan dan program isbat sangat multidimensio-
nal. Efektivitas layanan publik Dukcapil, meskipun berupaya dengan sistem online, masih 
terkendala banyak faktor (Ramayanti et al., 2022). Sistem sentralisasi pengelolaan layanan 
membutuhkan dukungan data akurat dan koordinasi antarpihak. Selain itu, pemahaman 
mendalam penghulu terhadap tugas, kurangnya sosialisasi dan infrastruktur, serta kebu-
tuhan pelatihan petugas terkait juga menjadi tantangan (Rantung, 2024; Saleh et al., 2022). 
Berlanjutnya isbat massal di Aceh menunjukkan tingginya kebutuhan legalisasi nikah siri 
yang direspons tanpa payung hukum jelas pasca-Pergub, menandakan kegagalan kebijakan 
dalam mendorong kepatuhan pencatatan.”

Dari perspektif negara dan kebijakan publik, maraknya perkawinan tidak tercatat dan ke-
tergantungan pada isbat nikah menciptakan ketidakakuratan data kependudukan. Hal ini 
mempersulit perencanaan pembangunan berbasis bukti, alokasi anggaran tepat sasaran, 
dan efektivitas program kesejahteraan sosial yang bergantung pada data demografi valid 
(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025). Oleh karena itu, makalah kebijakan 
ini akan menganalisis secara mendalam dan kritis kebijakan isbat nikah dan pencatatan 
perkawinan di Aceh. Urgensi kajian ini diperkuat oleh analisis awal USG (Urgency, Serio-
usness, Growth) yang menunjukkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuh-
an masalah yang tinggi. Peninjauan ulang kebijakan tidak dapat ditunda demi mencegah 
implikasi negatif yang lebih luas. Melalui makalah ini, diharapkan teridentifikasi celah re-
gulasi dan implementasi, serta terumuskan rekomendasi kebijakan konkret, realistis, dan 
berkelanjutan, guna memastikan setiap perkawinan di Aceh tercatat resmi, memberikan 
kepastian hukum, dan melindungi hak seluruh anggota keluarga, sejalan dengan prinsip 
negara hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peningkatan permohonan isbat nikah dan pergeseran 
fungsinya dari solusi darurat menjadi prosedur legalisasi umum nikah siri di Aceh merupa-
kan manifestasi masalah sistemik. Fenomena ini mengancam kepastian hukum keluarga, 
meningkatkan kerentanan hak perempuan dan anak, serta memengaruhi akurasi data ke-
pendudukan dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Masalah-masalah utama yang teri-
dentifikasi, untuk kemudian dianalisis prioritasnya, meliputi:

1.	 Ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah dan mekanisme transisi pasca-berakhirnya 
Pergub Aceh No. 25 Tahun 2017. Pergub tersebut berakhir normatif pada 2022, namun 
tanpa regulasi pengganti yang tegas untuk mengembalikan fungsi isbat sebagai ultima 
ratio, telah membuka celah dan memperpanjang praktik nikah siri. Hal ini memicu 
perilaku yang tidak sesuai tujuan pencatatan perkawinan.
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2.	 Ketidaktegasan sanksi hukum nasional terhadap pernikahan tidak tercatat. Implemen-
tasi sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas bagi pernikahan yang tidak tercatat 
belum cukup kuat mendorong kepatuhan, sehingga sebagian masyarakat merasa tidak 
ada urgensi mendesak untuk mencatatkan pernikahan mereka masyarakat (Rokhmad, 
2025).

3.	 Lemahnya koordinasi lintas sektor antarlembaga terkait. Sinergi antara Kementerian 
Agama (KUA), Mahkamah Agung (Mahkamah Syar’iyah), Dukcapil, dan lembaga lain 
masih lemah, menyebabkan inkonsistensi prosedur, interpretasi, dan penegakan atur-
an (Mazin, 2022).

4.	 Kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif. Pemahaman minim tentang konsekuensi hu-
kum nikah siri dan fungsi sebenarnya isbat nikah membuat masyarakat mengabaikan 
kewajiban pencatatan resmi (Ati, 2020).

5.	 Pengelolaan data perkawinan yang terpisah dan kurang terintegrasi. Kurangnya inte-
grasi data antarlembaga menghambat akurasi data kependudukan, mempersulit pe-
rencanaan pembangunan berbasis bukti, serta pelacakan masalah status perkawinan 
perkawinan (Zain et al., 2024).

6.	 Pemahaman agama parsial, motif poligami, dan penghindaran prosedur resmi. Faktor 
sosiokultural ini mendorong nikah siri, seperti interpretasi agama kurang komprehen-
sif, keinginan poligami tanpa prosedur hukum, serta penghindaran birokrasi/biaya ad-
ministrasi (Ati, 2020).

Untuk memprioritaskan masalah-masalah ini dalam intervensi kebijakan, dilakukan anali-
sis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). USG mengevaluasi masa-
lah berdasarkan seberapa mendesak (U), serius dampaknya (S), dan cepat memburuk (G) 
jika tidak diatasi (Miles & Huberman, 1994; Poister, 2003). Setiap masalah diberi skor 1-5, 
dengan total skor tertinggi menunjukkan prioritas.

Berdasarkan analisis USG, “ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah” menjadi prioritas 
tertinggi dengan total skor 15 (U:5, S:5, G:5). Urgensinya sangat mendesak karena secara 
fundamental memicu dan melanggengkan nikah siri tidak tercatat. Dampaknya serius pada 
kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, dengan potensi pertumbuhan masa-
lah yang tinggi jika tidak ada tindakan tegas mengembalikan fungsi isbat nikah.

Penelusuran lebih lanjut masalah prioritas ini dilakukan dengan analisis pohon masalah 
(problem tree analysis). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dan memvisualisasi-
kan hubungan sebab-akibat antara masalah utama dan akar penyebabnya secara sistema-
tis. Visualisasi tersebut disajikan pada Gambar 1.

Legalisasi Perkawinan tidak Tercatat: Kebijakan Nikah Siri dan Normalisasi Isbat Nikah di Aceh: Mulyadi [233-264]
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Gambar 1. Diagram Pohon Masalah Isbat Nikah di Aceh

Berdasarkan analisis pohon masalah (Gambar 1), penyebab masalah dapat diuraikan seba-
gai berikut:

1.	 Penyebab langsung:

•	 Kekosongan kebijakan pengganti Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017.

•	 Persepsi keliru masyarakat terkait kemudahan isbat nikah.

•	 Kurangnya sosialisasi efektif mengenai batasan fungsi isbat nikah.

2.	 Penyebab tidak langsung:

•	 Dari kekosongan kebijakan pengganti Pergub: 

•	 Berakhirnya Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tanpa regulasi daerah baru 
yang jelas dan ketat.

•	 Tiadanya aturan nasional yang tegas mengembalikan fungsi isbat nikah seba-
gai solusi darurat, menciptakan ambiguitas penafsiran.

•	 Minimnya inisiatif pemerintah daerah untuk payung hukum baru pasca-Per-
gub.

•	 Dari persepsi keliru masyarakat: 

•	 Anggapan luas isbat nikah sebagai jalur mudah legalisasi nikah siri.

•	 Penyalahgunaan kemudahan program isbat terpadu sebelumnya sebagai jus-
tifikasi.

•	 Kecenderungan putusan pengadilan memvalidasi nikah siri tanpa dasar daru-
rat ketat.
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•	 Dari kurangnya sosialisasi: 

•	 Pemahaman masyarakat yang kurang bahwa isbat nikah adalah pengecualian.

•	 Tidak adanya keseragaman pemahaman antarlembaga terkait (Kementerian 
Agama, Mahkamah Agung) tentang tujuan isbat nikah.

•	 Program sosialisasi yang belum efektif mengubah mindset tentang pencatatan 
dan konsekuensi nikah siri.

3.	 Akar masalah fundamental:

•	 Inkonsistensi dan ambiguitas interpretasi aturan nasional (UU Perkawinan, KHI, 
PMA) terkait batasan isbat nikah.

•	 Ketiadaan inisiatif dan mekanisme penegakan kebijakan nasional yang proaktif di 
tingkat daerah.

•	 Lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi vertikal antara lembaga pusat dan 
daerah dalam penegakan hukum perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, terutama melalui analisis pohon 
masalah, makalah kebijakan ini berfokus pada permasalahan inti normalisasi fungsi isbat 
nikah di Aceh. Pergeseran fungsi isbat nikah dari solusi darurat menjadi prosedur legalisasi 
umum nikah siri, secara fundamental mengancam kepastian hukum keluarga dan akurasi 
data kependudukan. Akar masalahnya terletak pada inkonsistensi interpretasi aturan na-
sional (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama) 
terkait batasan isbat nikah, ketiadaan inisiatif proaktif regulasi daerah pasca-berakhirnya 
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017, serta lemahnya koordinasi dan penga-
wasan vertikal antarlembaga. Kegagalan kolektif ini melanggengkan praktik nikah siri dan 
menghambat perlindungan hak-hak dasar, khususnya bagi perempuan dan anak.

Tujuan dan Manfaat Kajian
Tujuan Kajian

1.	 Menganalisis secara komprehensif akar permasalahan normalisasi fungsi isbat nikah di 
Aceh, termasuk inkonsistensi regulasi nasional, ketiadaan inisiatif kebijakan proaktif di 
daerah, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

2.	 Merumuskan opsi-opsi kebijakan strategis yang mampu mengembalikan fungsi isbat 
nikah sebagai solusi ultima ratio dan mendorong peningkatan kepastian hukum per-
kawinan tercatat di Aceh.

3.	 Memberikan rekomendasi kebijakan konkret dan implementatif kepada pemangku 
kepentingan terkait (pemerintah pusat dan daerah, lembaga peradilan, serta instansi 
terkait lainnya) guna mengatasi masalah normalisasi isbat nikah dan memperkuat per-
lindungan hak-hak dasar warga negara, khususnya perempuan dan anak.

Legalisasi Perkawinan tidak Tercatat: Kebijakan Nikah Siri dan Normalisasi Isbat Nikah di Aceh: Mulyadi [233-264]
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Manfaat Kajian

1.	 Bagi Pemerintah Daerah Aceh dan Instansi Terkait: 

•	 Menyediakan analisis yang mendalam mengenai akar masalah normalisasi isbat 
nikah sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif.

•	 Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusun-
an regulasi daerah pengganti Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 serta penguatan 
koordinasi lintas sektor.

•	 Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum bagi masya-
rakat dan akurasi data kependudukan.

2.	 Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Agama, Mahkamah Agung): 

•	 Menjadi masukan untuk meninjau dan mensinkronisasikan interpretasi aturan na-
sional terkait batasan isbat nikah.

•	 Memberikan gambaran tentang tantangan implementasi kebijakan di tingkat dae-
rah dan perlunya pengawasan serta koordinasi vertikal yang lebih kuat.

3.	 Bagi Masyarakat dan Pihak Lain: 

•	 Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan konseku-
ensi hukum dari nikah siri.

•	 Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya yang diperlukan untuk 
melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan tidak 
tercatat.

•	 Dapat dijadikan referensi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dalam studi 
terkait isu hukum keluarga dan kebijakan publik di Indonesia, khususnya Aceh.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori 

Bagian ini menyajikan teori-teori fundamental yang menjadi pijakan dalam menganalisis 
permasalahan normalisasi isbat nikah di Aceh. Setiap teori memberikan perspektif unik 
untuk memahami akar masalah, implikasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan yang 
efektif.

Teori Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn)

Teori Analisis Kebijakan Publik oleh William N. Dunn menyediakan kerangka sistematis 
untuk memahami dan memecahkan masalah publik. Dunn mengidentifikasi lima tahap-
an utama: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi (Dunn, 
2015). Model ini menekankan penggunaan informasi dan data valid di setiap tahapan agar 
kebijakan tepat sasaran dan efektif, serta memperkuat pemahaman atas perubahan kebi-
jakan melalui kerangka analisis yang memadukan institusionalisme (Dunn, 2015). 
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Dalam konteks isbat nikah di Aceh, teori Dunn sangat relevan untuk mengatasi akar ma-
salah seperti ketiadaan inisiatif proaktif regulasi daerah, serta lemahnya koordinasi dan 
pengawasan vertikal. Pendekatan Dunn membantu mengidentifikasi mengapa isu isbat 
nikah dan nikah siri terus terjadi, dan mengapa kebijakan yang ada belum efektif. Dunn 
menekankan perlunya mendefinisikan dan memahami berbagai dimensi masalah, bahkan 
mengakui pembuatan kebijakan sebagai proses sosial yang kompleks, bukan hanya rasional 
(Dunn, 2015).

Teori Dunn membimbing kami untuk secara jelas mendefinisikan masalah isbat nikah se-
bagai akibat dari celah hukum, pemahaman masyarakat yang parsial, dan implementasi 
yang lemah. Selanjutnya, model ini memandu penyusunan alternatif kebijakan yang ter-
struktur dan berbasis bukti, mempertimbangkan kelayakan dan dampak setiap pilihan, 
seperti regulasi baru yang memperketat kriteria isbat nikah, program edukasi masif, atau 
penguatan penegakan hukum (Dunn, 2015). Terakhir, Dunn menyediakan kerangka eva-
luasi untuk mengidentifikasi kegagalan kebijakan berdasarkan standar yang ditetapkan, 
sehingga informasi tersebut menjadi umpan balik untuk perumusan kebijakan selanjutnya 
(Dunn, 2015).

Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory)

Teori Penegakan Hukum fokus pada implementasi norma-norma hukum di lapangan, men-
cakup aspek kepatuhan, sanksi, dan peran aparat penegak hukum. Teori ini menganalisis 
bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharap-
kan, termasuk melalui mekanisme insentif dan disinsentif (Sari, 2020). Kepatuhan terha-
dap hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada kesadaran 
hukum masyarakat yang harus ditingkatkan. Tujuan utama hukum—keadilan, kepastian, 
dan kemanfaatan—hanya tercapai jika aparat penegak hukum memahami dan memaknai 
perannya dengan baik. 

Teori ini krusial untuk mengatasi inkonsistensi interpretasi aturan nasional (UU Perka-
winan, KHI, PMA) yang sering membuka celah dalam praktik isbat nikah, serta lemahnya 
koordinasi dan pengawasan vertikal antarlembaga yang terlibat. Inkonsistensi dalam pene-
gakan hukum dapat menimbulkan risiko hukum signifikan dan menyebabkan ketidakadil-
an (Mardoni, 2023). 

Mengingat kompleksitas di lapangan, penegakan hukum memerlukan profesionalisme dan 
pemahaman yang memadai dari aparat terkait hukum yang berlaku. Alternatif kebijakan 
harus mendorong pedoman interpretasi hukum yang seragam dan tegas bagi hakim Mah-
kamah Syar’iyah dan penghulu KUA, memastikan isbat nikah diterapkan hanya dalam kon-
disi darurat. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi 
yang kuat antarlembaga, sehingga penguatan fungsi pengawasan vertikal dari Mahkamah 
Agung dan Kementerian Agama Pusat terhadap kinerja Mahkamah Syar’iyah dan KUA per-
lu ditingkatkan. Kolaborasi ini penting untuk menghadapi tantangan seperti keterbatasan 
anggaran dan sumber daya manusia, serta memperkuat mekanisme pengawasan.”
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Teori Perubahan Sosial (Social Change Theory) dan Komunikasi Strategis

Teori Perubahan Sosial menganalisis bagaimana masyarakat berubah sepanjang waktu, 
baik melalui evolusi, revolusi, maupun difusi inovasi. Perubahan perilaku sosial tidak ha-
nya dipengaruhi oleh hukum formal, tetapi juga oleh norma, nilai, dan budaya yang ada di 
masyarakat. Dalam konteks pernikahan siri, praktik ini sering kali diterima karena faktor 
sosial-budaya dan pemahaman agama parsial (Mustofa, 2021). Bahkan, rendahnya kesa-
daran hukum di masyarakat dapat menyebabkan individu memilih nikah siri, mengabaikan 
konsekuensi hukum dan hak-hak yang seharusnya didapat.

Komunikasi strategis menjadi alat penting dalam menginisiasi dan mengelola perubahan 
sosial, dengan menyampaikan pesan-pesan kunci kepada audiens yang tepat melalui sa-
luran yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat mengubah persepsi dan sikap masyara-
kat, memfasilitasi pembangunan sosial berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan dalam 
upaya adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan. Teori ini sangat relevan untuk meng-
atasi masalah pemahaman agama parsial di masyarakat, motif penghindaran prosedur res-
mi pencatatan nikah, dan kurangnya sosialisasi/edukasi yang efektif. Perubahan perilaku 
masyarakat, dari nikah siri ke pencatatan resmi, memerlukan perubahan nilai dan pema-
haman, bukan hanya pemaksaan hukum.

Merancang program sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dan partisipatif sangat krusial, 
melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal untuk mengubah persepsi ten-
tang nikah siri dan menekankan pentingnya pencatatan resmi serta perlindungan hak-hak 
(Neliwati et al., 2022). Penggunaan media sosial dan kampanye yang terarah juga penting 
untuk menyampaikan pesan kunci tentang konsekuensi negatif nikah siri dan manfaat pen-
catatan. Selain itu, perlu diusulkan program yang memberdayakan masyarakat, terutama 
perempuan dan calon pengantin, untuk memahami dan menuntut hak-hak terkait perka-
winan yang sah dan tercatat (Sopyan et al., 2021).

Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory) dan Manajemen Basis Data

Teori Sistem Informasi membahas bagaimana sistem informasi dirancang, diimplemen-
tasikan, dan dikelola untuk mendukung fungsi organisasi dan pengambilan keputusan 
(Laudon & Laudon, 2019). Manajemen basis data adalah kunci untuk mengorganisir dan 
menyimpan data secara efisien, memungkinkan pengambilan data yang cepat dan akurat. 
Integrasi sistem informasi dan basis data dalam administrasi publik sangat penting untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan (Prabowo et al., 2024). Pe-
ngelolaan data yang lebih efektif melalui sistem informasi terintegrasi mampu mengurangi 
waktu pemrosesan dan menciptakan basis data yang lebih akurat. 

Teori ini esensial untuk mengatasi masalah pengelolaan data yang terpisah dan kurangnya 
basis data terintegrasi antarlembaga (KUA, Mahkamah Syar’iyah, Dukcapil) yang mengaki-
batkan ketidakakuratan data kependudukan. Data yang tidak terintegrasi atau kurang aku-
rat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang lemah, menghambat perencanaan 
yang efektif, dan berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik. 
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Alternatif kebijakan harus merumuskan pengembangan sistem informasi terpadu yang 
menghubungkan data perkawinan dari KUA (SIMKAH), putusan isbat nikah dari Mahka-
mah Syar’iyah (SIPP), dan data kependudukan dari Dukcapil (SIAK). Integrasi ini krusial 
untuk menciptakan single source of truth, karena sistem yang terpisah dapat menyulitkan 
pertukaran informasi dan meningkatkan duplikasi data. Selain itu, perlu diusulkan standa-
risasi format dan prosedur pengumpulan data di semua lembaga terkait untuk memastikan 
konsistensi dan akurasi. Sistem ini juga harus memungkinkan akses data yang aman dan 
real-time bagi pihak berwenang untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik 
yang lebih efektif, serta monitoring tren pernikahan dan isbat.”

Kerangka Konseptual 

Bagian ini menyajikan kerangka konseptual yang memandu analisis kebijakan mengenai 
normalisasi isbat nikah di Aceh. Kerangka ini dibangun di atas landasan teori-teori yang te-
lah diuraikan sebelumnya, yaitu Teori Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn), Teori 
Penegakan Hukum, Teori Perubahan Sosial dan Komunikasi Strategis, serta Teori Sistem 
Informasi dan Manajemen Basis Data. Kami akan mengidentifikasi konsep-konsep kunci 
dan menjelaskan hubungan logis di antara mereka untuk memahami akar masalah, dam-
pak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Definisi Konsep Kunci

Untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam analisis ini, beberapa konsep inti di-
definisikan sebagai berikut:

•	 Normalisasi Isbat Nikah: Secara konseptual, normalisasi isbat nikah merujuk pada per-
geseran fungsi isbat nikah dari statusnya sebagai ultima ratio (upaya hukum terakhir 
untuk kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat secara terpaksa atau tidak sengaja) 
menjadi praktik legalisasi yang umum dan seringkali dipilih secara sengaja untuk per-
nikahan yang awalnya tidak dicatatkan. Fenomena ini menciptakan legitimasi prosedu-
ral bagi pelanggaran hukum yang seharusnya dihindari.

•	 Nikah Siri: Nikah siri didefinisikan sebagai perkawinan yang sah secara agama (me-
nurut syariat Islam) namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui Kantor 
Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Dalam konteks kerangka ini, nikah siri adalah 
praktik fundamental yang menjadi pangkal masalah legalisasi perkawinan tidak terca-
tat melalui isbat nikah.

•	 Kepastian Hukum: Konsep ini mengacu pada kondisi di mana hukum ditegakkan se-
cara jelas, konsisten, dan prediktif, sehingga individu dapat memahami hak dan kewa-
jibannya, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam kajian ini, kepastian hukum 
menjadi krusial dalam konteks status perkawinan, hak-hak keluarga, dan akurasi data 
kependudukan.

•	 Perlindungan Hak Perempuan dan Anak: Konsep ini merujuk pada upaya sistematis 
untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak yang mungkin 
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terabaikan atau dirugikan akibat perkawinan tidak tercatat dan praktik isbat nikah 
yang menyimpang. Ini mencakup hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti 
hak waris, hak nafkah, hak identitas anak, dan hak atas pendidikan.

•	 Ultima Ratio: Merujuk pada prinsip bahwa suatu tindakan atau instrumen hukum se-
harusnya digunakan sebagai pilihan terakhir, hanya jika tidak ada alternatif lain yang 
tersedia atau efektif. Dalam konteks isbat nikah, prinsip ini menegaskan bahwa isbat 
harus menjadi pengecualian, bukan prosedur rutin.

Hubungan Logis Antarkonsep dan Teori

Kerangka konseptual ini memandang normalisasi isbat nikah di Aceh sebagai inti permasa-
lahan yang berakar pada kompleksitas interaksi antara regulasi, perilaku sosial, dan sistem 
informasi, dengan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak.

Isu Normalisasi Isbat Nikah sebagai Fokus Analisis Kebijakan

•	 Normalisasi isbat nikah (konsep utama) terjadi ketika isbat tidak lagi berfungsi seba-
gai ultima ratio (konsep). Fenomena ini, yang diperparah oleh maraknya nikah siri 
(konsep), dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Analisis Kebijakan Publik 
William N. Dunn.

•	 Kerangka Dunn memandu identifikasi akar masalah (seperti ketidakselarasan regulasi, 
minimnya sosialisasi, dan data yang terfragmentasi) dan memfasilitasi perumusan al-
ternatif kebijakan yang terstruktur untuk mengatasi pergeseran fungsi isbat nikah ini.

Penegakan Hukum dan Celah Regulasi

•	 Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa regulasi perkawinan 
yang ada (UU Perkawinan, KHI, PMA) belum efektif mencegah normalisasi isbat nikah 
dan nikah siri.

•	 Celah hukum, inkonsistensi interpretasi, dan lemahnya koordinasi antarlembaga (Ke-
menag, Mahkamah Syar’iyah, Dukcapil) menciptakan ruang bagi praktik nikah siri dan 
pada gilirannya mendorong isbat nikah sebagai solusi legalisasi yang mudah. Ketidak-
tegasan dalam penegakan hukum ini secara langsung mengancam kepastian hukum 
dan melanggar prinsip ultima ratio.

Perubahan Sosial, Pemahaman, dan Komunikasi

•	 Teori Perubahan Sosial dan Komunikasi Strategis sangat relevan dalam memahami pe-
rilaku masyarakat yang masih memilih nikah siri. Ini melibatkan norma sosial, nilai 
budaya, dan pemahaman agama yang parsial.

•	 Normalisasi isbat nikah secara tidak langsung memvalidasi praktik nikah siri di mata 
masyarakat, sehingga menghambat perubahan perilaku ke arah pencatatan perkawin-
an yang sah. Oleh karena itu, komunikasi strategis menjadi krusial untuk mengedukasi 
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masyarakat tentang konsekuensi nikah siri dan pentingnya perlindungan hak perem-
puan dan anak melalui pencatatan resmi.

Sistem Informasi dan Akurasi Data

•	 Teori Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data menjelaskan mengapa fragmentasi 
data antarlembaga (KUA, Mahkamah Syar’iyah, Dukcapil) merupakan masalah funda-
mental yang diperburuk oleh normalisasi isbat nikah.

•	 Setiap kasus isbat nikah tanpa data pernikahan awal yang terintegrasi memperburuk 
ketidakakuratan data kependudukan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi sis-
tem untuk menciptakan single source of truth guna mendukung kepastian hukum dan 
perencanaan kebijakan yang efektif.

Melalui lensa kerangka konseptual ini, analisis kami akan secara sistematis mengidenti-
fikasi akar masalah, mengevaluasi alternatif kebijakan yang berorientasi pada solusi, dan 
merekomendasikan intervensi yang tepat untuk mengembalikan fungsi isbat nikah sebagai 
ultima ratio guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga ne-
gara di Aceh.

METODOLOGI

Metodologi dalam artikel kebijakan ini merujuk pada pendekatan sistematis dan prosedur 
yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi 
yang relevan dengan isu normalisasi isbat nikah di Aceh. Bagian ini menjelaskan bagai-
mana makalah ini mengumpulkan data atau bukti melalui penelaahan dokumen dan studi 
literatur, serta metode analisis yang diterapkan untuk mengolah informasi tersebut guna 
memahami dilema kebijakan dan merumuskan alternatif tindakan.

Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan. Pen-
dekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena so-
sial-hukum yang kompleks, yakni pergeseran fungsi isbat nikah dan implikasinya. Sumber 
data utama makalah ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelaahan dokumen 
yang mencakup regulasi hukum (seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum 
Islam, Peraturan Menteri Agama, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017) 
dan putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah terkait isbat nikah. Selain itu, studi literatur 
dari berbagai publikasi ilmiah juga digunakan untuk memperkaya konteks dan pemaham-
an komprehensif. Pilihan metodologi ini bergantung pada pertanyaan kebijakan yang ingin 
dijawab, yaitu bagaimana normalisasi isbat nikah di Aceh mengancam kepastian hukum, 
serta bagaimana alternatif kebijakan dapat dirumuskan.

Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka 
Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn. Analisis ini melibatkan tahapan peru-
musan masalah kebijakan terkait normalisasi isbat nikah, peramalan dampak negatifnya 
terhadap kepastian hukum dan hak asasi, serta evaluasi alternatif kebijakan yang potensial. 
Metode skoring Dunn secara khusus diterapkan untuk menilai kelayakan dan efektivitas 
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setiap alternatif. Metodologi yang jelas dan transparan ini memungkinkan pembaca untuk 
memahami dasar argumentasi makalah ini dan menilai validitas serta reliabilitas dari ana-
lisis kebijakan yang disajikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari penelaahan putusan 
Mahkamah Syar’iyah, yang mengindikasikan pola penggunaan isbat nikah di Aceh. Temuan 
disajikan secara deskriptif, didukung oleh data putusan perkara yang relevan.

Penelaahan terhadap sampel putusan isbat nikah dari berbagai Mahkamah Syar’iyah di 
Aceh menunjukkan adanya praktik pengajuan isbat nikah untuk pernikahan yang relatif 
baru berlangsung. Sebagai contoh, di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, putusan No. 
92/Pdt.P/2024/MS.Lsm menunjukkan permohonan diajukan Juli 2024 untuk pernikah-
an Februari 2024, dan dikabulkan. Pola serupa juga terlihat pada putusan No. 107/Pd-
t.P/2024/MS.Lsm dan No. 121/Pdt.P/2024/MS.Lsm yang melibatkan pernikahan di awal 
tahun 2024 dan telah dikabulkan beberapa bulan kemudian.

Pola serupa juga teramati di Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan. Sampel putusan tahun 2024 
menunjukkan pengajuan isbat nikah untuk pernikahan yang baru terjadi dalam kurun wak-
tu singkat. Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/MS.T-
tn, di mana pasangan menikah secara siri pada 10 Februari 2024 dan permohonan isbat 
diajukan ke pengadilan pada 6 Maret 2024, yang berarti hanya berselang sekitar 25 hari. 
Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Contoh lain termasuk putusan No. 
81/Pdt.P/2024/MS.Ttn (nikah 26 Maret 2024, daftar 29 Agustus 2024, dikabulkan). Selain 
itu, putusan No. 107/Pdt.P/2024/MS.Ttn menunjukkan adanya kasus pernikahan siri yang 
dilakukan di Malaysia pada Februari 2024 namun permohonan isbat diajukan di Tapak 
Tuan pada Oktober 2024 dan dikabulkan.

Fenomena ini ternyata sudah teridentifikasi bahkan sebelum tahun 2020. Penelusuran 
terhadap sampel putusan di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada tahun 2019 juga me-
nunjukkan pola serupa, di mana permohonan isbat nikah atas perkawinan tidak terca-
tat dipertimbangkan. Beberapa contoh antara lain: Putusan No. 131/Pdt.P/2019/MS.L-
sk yang mengesahkan perkawinan siri di Kecamatan Syamtalira Bayu; Putusan No. 285/
Pdt.P/2019/MS.Lsk untuk perkawinan di Gampong Blang Bayu; serta Putusan No. 582/
Pdt.P/2019/MS.Lsk yang mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Selangor, Ma-
laysia.

Tren pengajuan isbat nikah untuk pernikahan yang baru berlangsung ini juga teridentifikasi 
di Mahkamah Syar’iyah Sinabang. Contohnya, putusan No. 6/Pdt.P/2025/MS.Snb, No. 4/
Pdt.P/2025/MS.Snb, dan No. 3/Pdt.P/2025/MS.Snb semuanya menyatakan sah pernikah-
an yang dilangsungkan pada tahun 2023, dengan pengajuan dan putusan di tahun 2025.

Meskipun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan. Mahkamah Syar’iyah 
tetap berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan dan ketentuan undang-undang. Se-
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bagai contoh, putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl dari Mahkamah Syar’iyah Singkil 
menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pada saat pernikahan siri 
dilangsungkan (18 Juli 2023), Pemohon II (istri) masih berusia 18 tahun 6 bulan, yang ber-
arti melanggar ketentuan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pembahasan

Bagian ini menginterpretasikan temuan-temuan empiris yang telah disajikan di bagian Ha-
sil, khususnya mengenai pola pengajuan dan putusan isbat nikah di Mahkamah Syar’iyah 
Aceh. Pembahasan ini menelaah berbagai dimensi masalah melalui lensa teori, konsep 
hukum, dan regulasi yang relevan untuk menguraikan ketiadaan batasan jelas pada is-
bat nikah yang telah teridentifikasi sebagai masalah kebijakan prioritas. Berbagai faktor 
substantif, struktural, dan kultural yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap akar 
permasalahan akan dianalisis secara mendalam. Pemahaman ini krusial untuk mengiden-
tifikasi celah dan tantangan, sekaligus menjadi landasan kokoh bagi pengembangan serta 
perumusan alternatif dan rekomendasi kebijakan pada bab-bab berikutnya.

Normalisasi Isbat Nikah dalam Perspektif Negara Hukum, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi 
Manusia Universal

Prinsip negara hukum menuntut adanya kejelasan dalam pengaturan setiap hak dan kewa-
jiban warga negara yang tercermin dalam regulasi yang sah (Faisal, 2019). Dalam konteks 
perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diamandemen melalui 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menekankan pentingnya pencatat-
an perkawinan sebagai fondasi kepastian hukum atas status perkawinan dan perlindungan 
hak-hak keluarga (Waluyo, 2020). Pencatatan ini bukan sekadar proses administratif, me-
lainkan mekanisme fundamental dalam melindungi hak-hak dasar pasangan, khususnya 
perempuan, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Hasyyati et al., 2023). 
Tanpa pencatatan resmi, perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata 
negara, meskipun mungkin sah secara agama, sehingga menciptakan kerentanan hukum 
yang signifikan.

Aspek ini selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal. Deklarasi Universal 
HAM (DUHAM) Pasal 16 menegaskan hak setiap individu untuk menikah dan mendirikan 
keluarga, serta pentingnya perlindungan keluarga oleh masyarakat dan negara (PBB, 1948). 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 
16 juga menekankan kesetaraan gender dalam perkawinan dan hubungan keluarga, terma-
suk hak dan tanggung jawab yang sama selama dan pada saat putusnya perkawinan (PBB, 
1979). Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum melalui pencatat-
an perkawinan adalah fundamental untuk menjamin hak-hak ini terpenuhi, terutama bagi 
perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap dampak negatif dari pernikahan yang ti-
dak tercatat (Nandini et al., 2021).

Namun, normalisasi isbat nikah yang bergeser dari solusi darurat menjadi prosedur legali-
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sasi umum di Aceh, mendistorsi prinsip kepastian hukum (Safiera & Retnaningsih, 2024). 
Fungsi hukum yang seharusnya preventif kini bergeser menjadi legitimator ex post facto 
terhadap praktik nikah siri yang tidak tercatat. Kondisi ini memberikan celah bagi individu 
untuk sengaja menghindari proses pencatatan resmi dengan dalih akan melakukan isbat di 
kemudian hari.

Pergeseran fungsi ini secara inheren menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian status 
hukum bagi keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak, yang berimplikasi lang-
sung pada pelanggaran hak-hak mereka. Perempuan seringkali tidak memiliki perlindung-
an hukum memadai dalam kasus perceraian atau pembagian harta gono-gini (Ardani & 
Suhadi, 2024), sementara anak-anak rentan tanpa status hukum dan akta kelahiran, diang-
gap anak luar nikah yang kesulitan mengakses hak-hak legal (Ramelan et al., 2023). Kritik 
HAM menekankan bahwa nikah siri memperparah eksklusi sosial dan eksploitasi terhadap 
perempuan dan anak-anak (Paijar, 2022).

Data empiris turut memperkuat argumen normalisasi isbat nikah. Kantor Wilayah Kemen-
terian Agama Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan signifikan dalam angka perni-
kahan tercatat, sementara Mahkamah Syar’iyah Aceh mencatat ribuan permohonan isbat 
nikah setiap tahunnya, dengan mayoritas dikabulkan. Fenomena ini mengindikasikan isbat 
nikah kini sering digunakan sebagai jalur alternatif legalisasi pernikahan yang tidak terca-
tat sejak awal, bukan sebagai upaya terakhir. Analisis putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh 
(2019-2025) semakin memperkuat argumen normalisasi ini, dengan banyak perkara isbat 
diajukan untuk pernikahan yang baru berlangsung beberapa bulan atau bahkan beberapa 
hari. Pola pengajuan isbat untuk pernikahan yang relatif baru ini menunjukkan persistensi 
fenomena dan ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah.

Pencatatan perkawinan di Indonesia, terutama melalui Kantor Urusan Agama (KUA), me-
miliki implikasi hukum yang jauh di luar sekadar pengesahan. Ini berfungsi sebagai bukti 
legalitas yang diakui negara, yang memberi hak dan kewajiban yang sama bagi anak-anak 
yang lahir dari pernikahan yang sah, termasuk hak atas kewarganegaraan ganda bagi anak 
dari perkawinan campuran (Jamal et al., 2022; Sudarmawan et al., 2020).

Singkatnya, praktik nikah siri masih umum, menimbulkan konflik dengan hukum, dan me-
miliki dampak signifikan (Fadli, 2021). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tak hanya 
merupakan kewajiban hukum, melainkan juga perlindungan hak asasi bagi individu dalam 
suatu keluarga (Waluyo, 2020). Edukasi sosial dan hukum yang memadai sangat diperlu-
kan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi 
guna melindungi semua pihak (Mayasari & Fatmawati, 2023). Dengan memahami peran 
fundamental pencatatan perkawinan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indone-
sia bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak warganya, menciptakan pernikahan 
yang tidak hanya sah secara moral tetapi juga diakui secara hukum. Regulasi yang rigor dan 
pencatatan yang tepat menjadi inti dari mekanisme perlindungan hak asasi yang lebih luas 
di dalam negara hukum Indonesia.
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Dinamika Legal Centralism dan Pluralisme Hukum dalam Konteks Isbat Nikah di Aceh

Isu isbat nikah di Aceh tak lepas dari dinamika kompleks antara legal centralism dan plu-
ralisme hukum. Legal centralism memandang hukum negara sebagai satu-satunya otoritas 
sah, memprioritaskan legislasi di atas praktik adat atau sistem agama. Di Indonesia, ini 
tercermin dalam upaya menciptakan sistem hukum nasional yang kohesif, menolak hukum 
Islam tradisional dan adat (Hefni, 2022), serta mewajibkan pencatatan perkawinan oleh 
negara sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya.

Di sisi lain, pluralisme hukum mengakui berbagai sistem atau norma hukum hidup ber-
dampingan dalam masyarakat, meski tak selalu selaras dengan hukum negara (Tamanaha, 
2008). Konsep ini menyoroti kerangka hukum berlapis yang mengakui baik hukum negara 
maupun hukum adat/agama (Afandi, 2022). Di Aceh, pluralisme hukum ini sangat kuat 
dengan berlakunya Syariat Islam di samping hukum nasional. Kuatnya praktik nikah siri 
sah secara agama namun tak tercatat resmi mencerminkan resistensi masyarakat terhadap 
legal centralism karena memilih norma informal yang diyakini (Fazilah et al., 2021).

Meskipun kekhususan Syariat Islam di Aceh melalui Mahkamah Syar’iyah dan Kantor 
Urusan Agama (KUA) seharusnya memperkuat kepastian hukum keluarga dan pencatatan 
perkawinan yang sah, praktiknya justru memperlihatkan tantangan dalam menyelaraskan 
norma agama dan administrasi negara.

Gesekan antara legal centralism dan pluralisme hukum ini semakin jelas akibat inkonsis-
tensi interpretasi regulasi nasional (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan 
Menteri Agama) dan disparitas antara peraturan pusat dan daerah. Inkonsistensi ini mem-
perlihatkan gesekan antara hukum negara dan praktik masyarakat, khususnya dalam pe-
nanganan nikah siri dan isbat nikah. Analisis putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh (2019-
2025) secara spesifik menunjukkan pola normalisasi isbat nikah untuk pernikahan yang 
baru berlangsung. Sebagai contoh, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe (putusan No. 92/
Pdt.P/2024/MS.Lsm, 107/Pdt.P/2024/MS.Lsm, dan 121/Pdt.P/2024/MS.Lsm) menga-
bulkan permohonan isbat hanya beberapa bulan setelah pernikahan siri di awal 2024, bah-
kan ada yang berselang 25 hari seperti perkara No. 28/Pdt.P/2024/MS.Ttn di Mahkamah 
Syar’iyah Tapak Tuan. Pola serupa juga teramati di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada 
tahun 2019 (misal No. 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk), di mana permohonan dikabulkan meski 
pernikahan baru terjadi dalam kurun waktu singkat. Fenomena pengajuan isbat untuk per-
nikahan yang relatif baru ini terus berlanjut hingga tahun 2025 (misal Mahkamah Syar’iyah 
Simeulue No. 6/Pdt.P/2025/MS.Snb untuk pernikahan 2023), bahkan untuk pernikahan 
yang dilangsungkan di luar negeri seperti Malaysia (Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan No. 
107/Pdt.P/2024/MS.Ttn dan Lhoksukon No. 582/Pdt.P/2019/MS.Lsk). Ini mengindika-
sikan bahwa isbat nikah telah menjadi bagian dari strategi masyarakat untuk memperoleh 
legitimasi formal, dan bukan lagi jalan keluar terakhir akibat keterbatasan masa lalu.

Meskipun demikian, Mahkamah Syar’iyah tidak selalu mengabulkan permohonan isbat. 
Mahkamah Syar’iyah Singkil, misalnya, menolak perkara No. 3/Pdt.P/2024/MS.Skl karena 
istri belum mencapai usia minimal perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini mem-
perlihatkan adanya variasi pendekatan yudisial. Praktik pengabulan isbat untuk pernikah-
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an yang baru ini secara tidak langsung melegitimasi nikah siri dan menciptakan ambiguitas 
hukum yang berdampak pada perlindungan hak pihak yang lemah.

Mahkamah Syar’iyah di Aceh memiliki peran ganda: menegakkan legal centralism dengan 
isbat nikah, sekaligus mengakomodasi pluralisme hukum masyarakat (Lisan, 2020). Kon-
disi ini diperparah regulasi yang sering tak sinkron atau kurang spesifik terkait nikah siri, 
seperti implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksana-
an Itsbat Nikah yang masih menantang. Keseluruhan temuan ini memperkuat kesimpulan 
bahwa belum ada keseragaman standar atau pedoman teknis dalam penanganan perkara 
isbat nikah di Aceh. Variasi pendekatan ini berdampak pada prediktabilitas hukum dan 
membuka ruang interpretasi luas bagi hakim, sehingga menciptakan ketidakpastian hu-
kum bagi masyarakat.”

Efektivitas Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanganan Isbat Nikah

Efektivitas hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat 
penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga, termasuk dalam 
penanganan isbat nikah di Aceh. Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto (1988), 
dipengaruhi substansi dan struktur hukum, budaya hukum, sarana, serta faktor eksternal. 
Sementara Good Governance, sebagaimana ditekankan UNDP, menitikberatkan pada Rule 
of Law, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. Penerapan prin-
sip-prinsip ini krusial untuk memastikan penanganan isbat nikah berjalan efektif. Dalam 
konteks penanganan isbat nikah di Aceh, teridentifikasi beberapa aspek yang memengaruhi 
efektivitas hukum dan tata kelola pemerintahan:

1.	 Isu akses masyarakat dan pencatatan perkawinan krusial bagi sistem hukum, adminis-
trasi negara, dan perlindungan hak individu (Faishol, 2020). Namun, data Kantor Wila-
yah Kementerian Agama Aceh menunjukkan tren penurunan pernikahan yang tercatat 
resmi: dari 42.231 (2020) menjadi 30.786 (2024). Ini mengindikasikan peningkatan 
jumlah pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya, yang kemudian berkorelasi 
dengan kebutuhan isbat nikah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya pencatatan (Syafi’i & Anggraini, 2023), beban biaya 
(Sopyan et al., 2021), kompleksitas birokrasi, dan kurangnya edukasi pra-nikah yang 
komprehensif (Cahaya et al., 2023). Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Aga-
ma (PMA) terkait pencatatan masih menghadapi ketidaksesuaian di tingkat pelaksana 
(Mazin, 2022).

2.	 Isu substansi dan struktur hukum, substansi hukum memperlihatkan ambiguitas da-
lam aturan isbat nikah nasional yang belum secara eksplisit membatasi atau memper-
ketat kriteria pengajuan (Hayati & Susanto, 2020). Ketiadaan regulasi yang kuat ini 
memungkinkan isbat berfungsi sebagai “pemutihan” nikah siri yang disengaja. Dari sisi 
struktur, minimnya inisiatif regulasi daerah pasca-Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 
Tahun 2017 menunjukkan kelemahan legislasi lokal dalam mengatasi isu nikah siri se-
cara fundamental (Jaya, 2021). Lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal antara 
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Mahkamah Agung, Kementerian Agama (KUA), dan pemerintah daerah juga berkon-
tribusi pada disparitas interpretasi, penegakan aturan, serta kurangnya pengawasan 
terhadap praktik pernikahan siri.

3.	 Isu budaya hukum, Pemahaman agama masyarakat yang parsial mengenai nikah siri 
seringkali hanya berpegang pada keabsahan secara agama tanpa mempertimbangkan 
konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks (Kharisudin, 2021). Nikah siri, yang ti-
dak tercatat resmi, menciptakan kerentanan hukum bagi wanita dan anak-anak karena 
menyulitkan akses ke hak-hak dasar seperti warisan, pendidikan, akta kelahiran, dan 
fasilitas sosial lainnya (Hanapi & Manshur, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kurang-
nya sosialisasi dan edukasi komprehensif dari pemerintah serta pendidikan pra-nikah 
yang kurang memadai, yang kemudian mendistorsi data kependudukan, mempersulit 
perencanaan pembangunan, dan mengganggu akurasi alokasi sumber daya pemerintah 
(Basri & Zulfadhli, 2023).”

Implikasi Normalisasi Isbat Nikah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 
Identitas Hukum

Normalisasi isbat nikah sebagai solusi rutin bagi pernikahan siri memiliki implikasi serius 
terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berka-
itan dengan kesetaraan gender (Tujuan 5) dan keadilan serta institusi yang kuat (Tujuan 
16) (PBB, 2015). Nikah siri secara inheren menciptakan diskriminasi terhadap perempu-
an, seringkali tanpa hak yang sama dalam perceraian, harta bersama, dan waris, sehing-
ga menempatkan mereka pada posisi rentan secara ekonomi dan sosial (Magfiroh et al., 
2022). Lebih lanjut, anak-anak dari pernikahan siri seringkali kesulitan mendapatkan akta 
kelahiran karena ketiadaan akta nikah resmi orang tua, yang menghambat akses mereka 
ke hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial (Ramelan et 
al., 2023). Kondisi ini secara langsung mengikis integritas institusi hukum dan mendistor-
si data kependudukan, mempersulit perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya 
yang akurat (Fitriani & Nasution, 2022). Secara keseluruhan, praktik nikah siri yang dinor-
malisasi melalui isbat nikah berdampak menyeluruh terhadap kepastian hukum keluarga 
dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak (Ardani & Suhadi, 2024). Tan-
pa intervensi kebijakan yang kuat untuk mendorong pencatatan perkawinan yang kom-
prehensif, pencapaian SDGs di Aceh, khususnya terkait kesetaraan gender dan identitas 
hukum, akan terus terhambat.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dalam kajian ini berpusat pada evaluasi kerangka regulasi dan instru-
men hukum yang membentuk ekosistem perkawinan di Indonesia, khususnya yang relevan 
dengan konteks isbat nikah di Aceh. Peraturan-peraturan ini adalah fondasi yang diguna-
kan untuk memahami masalah kebijakan, mengidentifikasi celah, dan merumuskan alter-
natif solusi.
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Regulasi kunci yang menjadi rujukan meliputi:

1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diamandemen 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan landasan utama yang 
mengamanatkan pencatatan perkawinan demi kepastian hukum dan perlindungan 
hak-hak keluarga.

2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berfungsi sebagai peraturan pelaksa-
naan teknis dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

3.	 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 
menjadi pedoman substantif bagi peradilan agama dalam memutuskan perkara perka-
winan.

4.	 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah yang 
mengatur prosedur administratif pencatatan perkawinan.

5.	 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling, yang relevan dengan aksesibilitas isbat nikah.

6.	 Secara spesifik di Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pe-
laksanaan Pengesahan Pernikahan (Isbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari menja-
di regulasi lokal yang mencoba mengakomodasi dan mengatur isbat nikah.

7.	 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan yang memberikan panduan operasio-
nal bagi pencatat nikah.

Analisis dalam kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi-regulasi tersebut berin-
teraksi dalam praktik, mengidentifikasi potensi inkonsistensi atau ambiguitas, serta mene-
laah efektivitasnya dalam mendorong pencatatan perkawinan dan mencegah normalisasi 
isbat nikah. Pemahaman terhadap kerangka kebijakan ini sangat penting untuk merumus-
kan rekomendasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Limitasi Kajian

Kajian ini memfokuskan analisis pada normalisasi isbat nikah di Aceh, dengan penekanan 
pada penelaahan sampel putusan Mahkamah Syar’iyah dalam kurun waktu 2019 hingga 
2025. Meskipun data putusan dari beberapa Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah dianalisis 
secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tren, kajian ini tidak mencakup sur-
vei lapangan langsung terhadap masyarakat atau wawancara dengan para pihak berper-
kara atau pejabat terkait. Oleh karena itu, temuan yang disajikan lebih bersifat inferensial 
berdasarkan data dokumen resmi pengadilan, dan mungkin tidak merefleksikan seluruh 
spektrum dinamika sosial, ekonomi, atau budaya yang memengaruhi praktik nikah siri dan 
isbat nikah di Aceh secara komprehensif.
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Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kebaruan signifikan dengan menyoroti secara spesifik fenomena 
normalisasi isbat nikah yang bergeser menjadi jalur legalisasi instan bagi perkawinan yang 
relatif baru berlangsung di Aceh. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung fokus 
pada aspek prosedural atau justifikasi klasik isbat nikah untuk pernikahan yang sudah lama 
tidak tercatat, kajian ini secara empiris menunjukkan adanya pola pengajuan isbat yang sa-
ngat cepat pasca-nikah siri, bahkan dalam hitungan hari atau bulan, di berbagai Mahkamah 
Syar’iyah di Aceh (misalnya, kasus 25 hari dari MS Tapak Tuan). Temuan ini secara kritis 
menganalisis bahwa isbat nikah tidak lagi berfungsi semata sebagai mekanisme korektif 
terhadap kelalaian masa lalu, melainkan telah dimanfaatkan sebagai prosedur administra-
tif reguler, yang pada gilirannya melemahkan urgensi pencatatan perkawinan di Kantor 
Urusan Agama (KUA).

Kontribusi utama lainnya adalah analisis komprehensif mengenai implikasi normalisasi 
isbat nikah terhadap prinsip negara hukum, kepastian hukum, hak asasi manusia (khusus-
nya perempuan dan anak), serta dinamika legal centralism dan pluralisme hukum di Aceh. 
Dengan menelaah bagaimana praktik yudisial ini berinteraksi dengan regulasi nasional dan 
lokal, kajian ini mengungkap celah kebijakan yang menciptakan ambiguitas hukum dan 
ketidakpastian. Ini menjadi landasan kritis untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang 
lebih tepat sasaran, guna menguatkan sistem pencatatan perkawinan dan memastikan per-
lindungan hak-hak fundamental bagi semua warga negara.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Permasalahan kompleks terkait maraknya nikah siri dan isbat nikah di Aceh, yang berim-
plikasi pada ketidakpastian hukum, pelanggaran hak anak dan perempuan, serta ketidak-
akuratan data kependudukan, menuntut adanya intervensi kebijakan yang komprehensif. 
Berdasarkan analisis akar masalah dan dukungan teori yang telah diuraikan pada Bab se-
belumnya, berikut adalah tiga alternatif kebijakan utama yang dapat dipertimbangkan oleh 
Kementerian Agama sebagai entitas pusat. Implementasi kebijakan-kebijakan ini akan me-
libatkan sinergi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, khususnya di Aceh, untuk 
memastikan efektivitas dan keberlanjutan.

Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional

Alternatif kebijakan ini berfokus pada perbaikan kerangka hukum dan prosedur formal ter-
kait isbat nikah dari hulu, yaitu pada level regulasi nasional. Tujuannya adalah menghilang-
kan celah hukum dan inkonsistensi yang selama ini menjadi salah satu pemicu maraknya 
isbat nikah sebagai legalisasi de facto nikah siri.

•	 Deskripsi Kebijakan: Kebijakan ini merupakan perubahan regulasi di tingkat nasional 
yang diinisiasi dan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bentuknya dapat berupa re-
visi Peraturan Menteri Agama (PMA) atau penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) 
dengan Mahkamah Agung. Substansi kebijakan ini adalah pembatasan secara ekspli-
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sit dan tegas terhadap interpretasi serta prosedur pengajuan isbat nikah. Kebijakan 
ini akan menegaskan kembali bahwa isbat nikah merupakan upaya ultima ratio (jalan 
terakhir) yang hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat yang sangat spesifik dan ter-
bukti, bukan sebagai prosedur umum untuk melegalkan pernikahan yang sengaja tidak 
dicatatkan sejak awal. Penetapan kriteria ketat dan persyaratan pembuktian yang lebih 
berlapis akan menjadi inti dari pengetatan ini. Secara khusus, kebijakan ini akan meng-
atasi ambiguitas yang mungkin timbul akibat berakhirnya atau dampak dari Peraturan 
Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017, dengan menyediakan kerangka hukum yang 
lebih ketat, seragam, dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi secara nasional, 
termasuk untuk konteks Aceh.

•	 Akar Masalah yang Disasar: 

•	 Inkonsistensi dan ambiguitas interpretasi aturan nasional (UU Perkawinan, KHI, 
PMA) terkait isbat nikah. Dengan pengetatan regulasi pusat, interpretasi yang be-
ragam di tingkat lokal dapat diminimalisir.

•	 Ketiadaan inisiatif proaktif regulasi daerah (seperti Qanun baru di Aceh). Regulasi 
pusat yang tegas dan presisi akan menjadi dasar kuat bagi daerah, mengisi keko-
songan hukum, dan mendorong harmonisasi aturan pasca-Pergub.

•	 Dukungan Teori: 

•	 Teori Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn): Kebijakan ini merupakan per-
wujudan dari tahapan formulasi kebijakan Dunn yang menekankan pada perumus-
an solusi berdasarkan definisi masalah yang jelas. Pengetatan kriteria dan prosedur 
mencerminkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif 
yang paling tepat guna mencapai tujuan kebijakan (meminimalisir nikah siri).

•	 Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory): Kebijakan ini secara lang-
sung berupaya menciptakan standardisasi interpretasi dan implementasi hukum 
yang ketat. Dengan aturan yang lebih jelas dan mengikat, aparat penegak hukum 
(hakim dan penghulu) memiliki panduan yang lebih seragam, mengurangi diskresi 
yang dapat menyebabkan penyimpangan dan memperkuat aspek kepastian hukum.

Alternatif 2: Kebijakan Nasional Integrasi Data dan Peningkatan Pengawasan Lintas Sektor

Alternatif kebijakan ini berorientasi pada peningkatan efisiensi, akurasi, dan pengawasan 
sistematis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordinasi antarlem-
baga. Ini akan menjadi tulang punggung untuk pemantauan dan intervensi yang efektif.

•	 Deskripsi Kebijakan: Kebijakan ini adalah penetapan regulasi nasional oleh Kemente-
rian Agama (melalui PMA atau Keputusan Bersama dengan instansi terkait lainnya) 
yang mengamanatkan dan menetapkan kerangka kerja terpadu untuk integrasi data 
perkawinan secara real-time. Integrasi ini akan melibatkan tiga pilar utama: Kantor 
Urusan Agama (KUA) dengan sistem SIMKAH-nya, Mahkamah Syar’iyah/Pengadil-
an Agama dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terkait putusan is-
bat nikah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Sistem 
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Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kebijakan ini juga akan mewajibkan 
dan memperkuat mekanisme pengawasan vertikal dari Kementerian Agama (terma-
suk kepada KUA dan Mahkamah Syar’iyah) serta pengawasan horizontal antarlembaga 
terkait. Selain itu, kebijakan ini akan membangun kanal koordinasi formal yang efektif 
untuk penanganan kasus pernikahan tidak tercatat dan isbat nikah yang melibatkan 
semua pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah. Integrasi data ini akan men-
jadi kunci untuk memantau dan mengendalikan fenomena isbat nikah yang marak di 
Aceh pasca-Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017, sekaligus memastikan akurasi data 
kependudukan secara nasional.

•	 Akar Masalah yang Disasar: 

•	 Lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal dari lembaga pusat ke daerah, serta 
antarlembaga di tingkat daerah. Integrasi data dan kanal koordinasi formal akan 
menjembatani kesenjangan ini.

•	 Pengelolaan data yang terpisah serta kurangnya basis data terintegrasi, yang me-
nyebabkan ketidakakuratan data dan kesulitan dalam monitoring.

•	 Dukungan Teori: 

•	 Teori Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data: Alternatif ini adalah aplikasi 
langsung dari teori ini, dengan fokus pada integrasi sistem informasi dan pencip-
taan single source of truth. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi 
data melalui manajemen basis data yang terpadu, yang esensial untuk pelayanan 
publik dan pengambilan keputusan berbasis data.

•	 Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory): Aspek pengawasan dalam 
kebijakan ini sangat didukung oleh teori penegakan hukum, yang menekankan 
pentingnya mekanisme kontrol untuk memastikan implementasi norma hukum 
yang efektif dan konsisten.

•	 Teori Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn): Relevan dalam konteks imple-
mentasi kebijakan kolaboratif antarlembaga. Dunn menekankan bahwa keberha-
silan kebijakan seringkali bergantung pada kemampuan mengkoordinasikan ber-
bagai aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Alternatif 3: Kebijakan Nasional Pemberdayaan dan Literasi Hukum Komprehensif

Alternatif kebijakan ini berfokus pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran ma-
syarakat dari akar rumput, melalui pendekatan edukasi dan komunikasi yang terencana 
dan strategis.

•	 Deskripsi Kebijakan: Kebijakan ini merupakan perumusan dan pengesahan strategi 
nasional yang sistematis dan berkelanjutan oleh Kementerian Agama (melalui PMA 
atau Roadmap Nasional) untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyara-
kat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum yang serius dari 
nikah siri. Kebijakan ini akan mengamanatkan pengembangan dan implementasi pro-
gram edukasi yang terintegrasi melalui berbagai kanal: Kantor Urusan Agama (KUA), 
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lembaga pendidikan agama (misalnya, pesantren, madrasah, dayah), serta kerja sama 
erat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan adat. Selain itu, ke-
bijakan ini akan mendorong produksi materi sosialisasi yang masif dan inovatif, serta 
pelatihan bagi penyuluh agama dan tokoh masyarakat agar mereka dapat menjadi agen 
perubahan yang efektif. Kebijakan ini secara khusus akan menargetkan perubahan 
mindset masyarakat Aceh yang terbiasa dengan kemudahan isbat nikah (terutama aki-
bat persepsi pasca-Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017), mengedukasi mereka tentang 
pentingnya kepastian hukum keluarga dari hulu (pencatatan nikah awal).

•	 Akar Masalah yang Disasar: 

•	 Pemahaman agama parsial dan motif penghindaran prosedur resmi pencatatan ni-
kah yang berakar pada norma dan nilai sosial.

•	 Kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif kepada masyarakat mengenai pentingnya 
pencatatan perkawinan dan dampak negatif nikah siri.

•	 Dukungan Teori: 

•	 Teori Perubahan Sosial dan Komunikasi Strategis: Alternatif ini adalah inti dari 
penerapan teori ini. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong perubahan norma 
sosial dan perilaku masyarakat secara masif dan berkelanjutan melalui intervensi 
komunikasi yang terencana. Pelibatan tokoh agama dan adat serta pemanfaatan 
berbagai platform komunikasi adalah strategi kunci untuk mencapai perubahan 
sosial yang diinginkan.

Analisis dan Evaluasi Alternatif Kebijakan

Setelah mengidentifikasi tiga alternatif kebijakan utama, langkah selanjutnya adalah meng-
analisis dan mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Proses ini 
krusial untuk memahami potensi dampak, kelayakan, dan tantangan dari masing-masing 
pilihan, sejalan dengan prinsip evaluasi alternatif dalam Teori Analisis Kebijakan Publik 
oleh William N. Dunn (1999). Penilaian akan dilakukan dengan skoring 1-5 untuk tiga kri-
teria utama: Efektivitas, Efisiensi, dan Dampak Jangka Panjang, di mana 5 adalah skor 
tertinggi (sangat baik) dan 1 adalah skor terendah (sangat buruk). Kebijakan yang mengha-
silkan total skor tertinggi akan diidentifikasi sebagai prioritas utama.

Melalui penerapan kriteria analisis Dunn secara cermat, setiap alternatif kebijakan dieva-
luasi untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Tabel 2 berikut merangkum 
hasil evaluasi komparatif, yang akan menjadi dasar bagi penentuan rekomendasi kebijakan 
terbaik.

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan
Kriteria 

Efektivitas 
(1-5)

Kriteria 
Efisiensi (1-5)

Kriteria Dampak 
Jangka Panjang 

(1-5)

Total Skor 
(Maks. 15)

Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan 
Interpretasi dan Prosedur Isbat 
Nikah Nasional

4 5 5 14
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Alternatif 2: Kebijakan Nasional 
Integrasi Data dan Peningkatan 
Pengawasan Lintas Sektor

5 2 5 12

Alternatif 3: Kebijakan Nasional 
Pemberdayaan dan Literasi Hu-
kum Komprehensif

4 4 5 13

Interpretasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan rekapitulasi skor pada Tabel 2, terlihat bahwa setiap alternatif kebijakan me-
miliki kekuatan dan tantangannya masing-masing dalam mengatasi permasalahan isbat 
nikah dan nikah siri di Aceh.

Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional mem-
peroleh total skor tertinggi yaitu 14. Skor ini didorong oleh penilaian tinggi pada efisiensi 
dan dampak jangka panjang. Kebijakan ini dianggap sangat efisien karena setelah regulasi 
inti terbentuk, implementasinya relatif lebih mudah dan seragam di lapangan, mengurangi 
biaya dan waktu yang terbuang akibat inkonsistensi. Dampak jangka panjangnya juga di-
nilai sangat positif karena berpotensi menciptakan norma hukum yang kuat dan mengu-
bah persepsi masyarakat terhadap isbat nikah, sehingga mengurangi kerentanan hukum. 
Meskipun demikian, efektivitasnya dalam mencapai tujuan penuh (mengurangi nikah siri) 
masih bergantung pada dukungan aspek lain seperti kesadaran masyarakat.

Alternatif 3: Kebijakan Nasional Pemberdayaan dan Literasi Hukum Komprehensif men-
duduki posisi kedua dengan total skor 13. Alternatif ini unggul dalam dampak jangka pan-
jang karena menyasar akar masalah pada perubahan mindset dan perilaku masyarakat dari 
hulu. Efisiensinya juga dinilai baik karena dapat memanfaatkan jaringan yang sudah ada. 
Namun, efektivitasnya mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat dibanding-
kan intervensi regulasi langsung.

Sementara itu, Alternatif 2: Kebijakan Nasional Integrasi Data dan Peningkatan Penga-
wasan Lintas Sektor memiliki total skor 12. Meskipun alternatif ini dinilai sangat efektif 
dalam mengatasi masalah koordinasi data dan memberikan dampak jangka panjang yang 
transformatif dalam tata kelola pemerintahan, tantangan terbesarnya terletak pada efisien-
si. Investasi besar dalam infrastruktur teknologi, pengembangan sistem interoperabel, dan 
koordinasi antar-kementerian/lembaga yang kompleks menjadikan biaya awal dan waktu 
implementasi sangat tinggi.

Dari analisis komparatif ini, jelas bahwa Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi 
dan Prosedur Isbat Nikah Nasional muncul sebagai pilihan kebijakan yang paling opti-
mal dengan pertimbangan efektivitas yang baik, efisiensi yang tinggi, dan dampak jangka 
panjang yang signifikan. Kebijakan ini menawarkan fondasi hukum yang kokoh yang akan 
menjadi dasar bagi intervensi lain dan secara langsung mengatasi celah yang ada dalam 
sistem hukum.
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menemukan bahwa praktik normalisasi isbat nikah di Aceh telah bergeser dari 
fungsi awalnya sebagai mekanisme korektif terhadap pernikahan yang tertunda pencatat-
annya, menjadi jalur legalisasi instan bagi perkawinan yang relatif baru berlangsung. Pola 
ini teridentifikasi dari sampel putusan berbagai Mahkamah Syar’iyah di Aceh, yang me-
nunjukkan permohonan isbat seringkali diajukan hanya dalam hitungan hari atau bulan 
setelah pernikahan siri dilangsungkan, dan sebagian besar permohonan tersebut dikabul-
kan, bahkan untuk pernikahan yang terjadi lintas yurisdiksi. Fenomena ini menunjukkan 
adanya kecenderungan masyarakat untuk secara sadar tidak mencatatkan pernikahan di 
KUA, dengan asumsi legalitas dapat diperoleh kemudian melalui isbat.

Pergeseran fungsi isbat nikah ini menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip negara 
hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempu-
an dan anak. Inkonsistensi yudisial dalam penanganan perkara isbat nikah antar-Mahka-
mah Syar’iyah, serta ambiguitas dalam regulasi yang ada, turut menciptakan ketidakpas-
tian hukum dan melemahkan efektivitas sistem pencatatan perkawinan. Dinamika antara 
legal centralism dan pluralisme hukum di Aceh, yang diperparah oleh minimnya pema-
haman masyarakat dan tantangan tata kelola pemerintahan, berkontribusi pada persistensi 
praktik nikah siri dan normalisasi isbatnya. Kondisi ini secara langsung menghambat pen-
capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kesetaraan gender dan identi-
tas hukum yang kuat, serta berdampak pada akurasi data kependudukan. Oleh karena itu, 
diperlukan intervensi kebijakan yang tegas untuk mengembalikan fungsi isbat nikah pada 
koridornya dan menguatkan kembali urgensi pencatatan perkawinan resmi demi perlin-
dungan hukum keluarga.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap permasalahan nikah siri dan implikasi isbat 
nikah di Aceh, serta evaluasi mendalam terhadap alternatif-alternatif kebijakan mengguna-
kan kerangka William N. Dunn, ditemukan bahwa Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan 
Prosedur Isbat Nikah Nasional merupakan rekomendasi kebijakan yang paling optimal. 
Rekomendasi ini bukan hanya bertujuan untuk mengatasi dampak yang ada, tetapi juga 
untuk mencegah praktik nikah siri yang marak dari hulu, demi menjamin kepastian hukum 
dan perlindungan hak-hak warga negara.

Rekomendasi kunci untuk mengatasi masalah ini adalah Kementerian Agama Republik In-
donesia perlu segera merumuskan dan mengesahkan regulasi yang lebih ketat, jelas, dan 
mengikat mengenai interpretasi serta prosedur pengajuan isbat nikah di tingkat nasional.

Regulasi ini harus secara eksplisit menegaskan beberapa poin penting, baik melalui Per-
aturan Menteri Agama (PMA) maupun Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Mahkamah 
Agung sebagai berikut:
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1.	 Isbat nikah sebagai opsi terakhir (ultima ratio): regulasi ini wajib menegaskan bahwa 
isbat nikah adalah upaya terakhir yang sangat terbatas, hanya diperuntukkan bagi kon-
disi darurat yang terbukti secara objektif. Ini bukan prosedur standar untuk melegal-
kan pernikahan yang sengaja tidak dicatatkan sejak awal.

2.	 Kriteria dan persyaratan pembuktian yang lebih ketat: penting untuk menetapkan kri-
teria yang sangat ketat dan persyaratan pembuktian yang lebih berlapis untuk setiap 
pengajuan isbat nikah. Langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan proses 
isbat yang seringkali hanya didasarkan pada pengakuan sepihak tanpa bukti kuat yang 
memadai.

3.	 Penanganan konteks khusus Aceh: regulasi baru ini juga harus secara spesifik menga-
tasi celah hukum dan persepsi yang muncul akibat berakhirnya atau dampak dari Pera-
turan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017. Dengan demikian, akan tercipta kerangka 
hukum yang seragam dan lebih tegas di tingkat nasional, termasuk di wilayah Aceh 
yang memiliki kekhususan syariat.
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LAMPIRAN I

Tabel 1. Hasil Analisis Prioritisasi Masalah (Metode USG)

No. Identifikasi Masalah Urgensi 
(U)

Keseriusan 
(S)

Pertumbuhan 
(G)

Total Skor 
(U+S+G) Prioritas

1 Ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah 5 5 5 15 Sangat 
Tinggi

2 Ketidaktegasan sanksi hukum nasional 
terhadap pernikahan tidak tercatat 5 4 4 13 Tinggi

3 Lemahnya koordinasi lintas sektor antar-
lembaga terkait 4 5 4 13 Tinggi

4 Kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif 
kepada masyarakat 4 4 5 13 Tinggi

5 Pengelolaan data terpisah dan kurang 
terintegrasi 4 4 5 13 Tinggi

6 Pemahaman agama parsial, motif poliga-
mi, dan penghindaran prosedur resmi 4 4 4 12 Cukup 

Tinggi
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